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MOTTO 

 

"Only you can change your life. Nobody else can do if for you" 
 

Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang 

mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri 

walaupun tidak ada yang bertepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan 

sangat bangga dengan apa yang kita perjuangan hari ini. 
 

Note: Jangan takut bersaing dengan yang lain karna kita tidak tau seperti apa 

kedepannya. Bisa saja suatu saat, kamu yang lebih unggul dari mereka yang 

merendahkanmu. Tetap semangat dan terus berusaha karna "Sesungguhnya Allah 

Swt tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." 

(Q.S. Al-Baqarah(3): 286) 
  



 

i 

ABSTRAK 

 

Muthia Maghfira Arrahmah (2023) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12  

Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial 

Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan 

Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari 

Fiqh Siyasah 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya pelaksanaan rehabilitasi sosial 

yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk menciptakan ketertiban sosial 

dan kesejahteraan sosial, salah satunya ditujukan kepada para pengemis di Kota 

Pekanbaru yang memiliki masalah sosial dan telah ditetapkan oleh Pemeritahan 

Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Ketertiban Sosial. Adapun permasalahan penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial 

oleh Dinas Sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru dan bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Ketertiban Sosial.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008  tentang 

Ketertiban Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengemis di 

Kecamatan Binawidya dan mengetahui bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. 

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Penelitian Lapangan. 

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat yang bersangkutan yaitu Bidang 

Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial, Front Office, Satgas P3KS, 

Fasilitator. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial oleh Dinas 

Sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ditinjau dari fiqh siyasah. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka 

dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan motode analisis 

deskriptif kualitatif yakni semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan 

secara rinci dan sistematis dalam bentuk kata-kata tertulis. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa mengenai pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial salah satunya mengenai 

rehabilitasi sosial bagi para pengemis, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan pelatihan dan 

pembinaan dengan baik. Pelaksanaan rehabilitasi ini telah dilakukan dengan 

sebagaimana mestinya dalam peraturan dan ketentuan tetapi masih banyaknya 

terlihat pengemis yang berkeliaran dan memiliki keinginan untuk kembali kepada 

kehidupan dijalanan yang bagi mereka dapat menjanjikan dibanding dengan 

penyaluran edukasi dan pembinaan. Menurut perspektif Fiqh Siyasah Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial sudah sesuai dengan 

aturan islam, namun masih kurangnya kesadaran dari para pengemis membuat 

pelaksanaan ini menjadi belum optimal. 

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial, Fiqh Siyasah. 
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 Allahamdulillahi Rabbilálamiin penulis bersyukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, 

kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar di 

Provinsi Riau dan salah satu kota besar di Indonesia. Pekanbaru terletak di 

tepian Sungai Siak dan pada Awalnya merupakan sebuah kota kecil yang 

memiliki pasar (pekan) yang bernama Payung Sekaki atau Senapelan. 

Pekanbaru juga merupakan pusat aktivitas ekonomi, sosial dan budaya seperti 

berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan, sarana perhubungan, pabrik, 

sarana hiburan, dan lainnya serta tempat untuk mengadu nasib. Bagi mereka 

yang mempunyai ilmu pengetahuan dan keterampilan akan mampu bertahan 

di kota ini. Begitu pula sebaliknya, bagi mereka yang belum beruntung maka 

mungkin akan sulit untuk hidup di kota-kota besar.
1
 

Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan salah satunya adalah 

Kecamatan Binawidya, Kecamatan Binawidya terdiri dari beberapa kelurahan 

diantaranya yaitu Binawidya, Delima, Simpang Baru, Tobek Gadang, dan 

Sungai Sibam.
2

                                                             
 

1
Dinsos PKU, “Sejarah OPD”, artikel dari https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-

kota/mengenal-kota-pekanbaru. Diakses pada tanggal 22 November 2022, Pukul 20.00 WIB. 

 

2
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru”, 

artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Pekanbaru. 

Diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 21.00 WIB 

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru
https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru


2 
 

 

Kecamatan Binawidya adalah sebuah kecamatan di Kota Pekanbaru 

yang sebelumnya kecamatan ini bernama Kecamatan Tampan yang kemudian 

diubah menjadi Binawidya dan Tuah Madani sesuai Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 dan Pusat Pemerintahan Kecamatan 

Binawidya berkedudukan di kelurahan simpang baru.
3
 

Dapat dilihat bahwa terdapat masalah sosial yang ada di Kecamatan 

Binawidya Kota Pekanbaru salah satunya adalah masalah pengemis. 

Mengenai hal ini masalah sosial merupakan permasalahan yang muncul dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya masalah 

sosial ditafsirkan sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian 

besar masyarakat.
4
 

Masalah sosial telah menjadi wacana yang tidak asing lagi, masalah 

khusus yang dihadapi oleh individu atau masyarakat dengan masalah 

kemiskinan. Kemiskinan memiliki beberapa ciri, antara lain: 

1. Tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, 

pangan, papan) 

2. Kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, 

pendidikan, air bersih dan transportasi) 

                                                             
 
3
Wikipedia Ensiklopedia Bebas, “Binawidya, Pekanbaru” artikel dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Binawidya,_Pekanbaru. Diakses pada tanggal 21 Januari 2023, Pukul 

22.55 WIB. 

 
4
Iis Sudiyanti, “Pemberdayaan Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) dalam Bidang 

Keterampilan Pengolahan Kedelai di Panti Sosial Bina Karya Panghudi Luhur Bekasi”. 

 (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hal. 2 

https://id.wikipedia.org/wiki/Binawidya,_Pekanbaru


3 

 
 

 

3. Ketiadaan jaminan masa depan (karena kurangnya investasi dalam 

pendidikan dan keluarga).
5
 

Sebagai fenomena sosial, masalah mengemis sudah ada di masyarakat 

kita sejak lama, dan pemerintah secara resmi telah membuat pernyataan yang 

jelas tentang masalah ini. Selain itu, berbagai instansi swasta juga turut 

membantu pemerintah dalam upayanya mengatasi masalah ini, namun 

kenyataan menunjukkan masih banyak masyarakat di sekitar kita yang 

mencari nafkah dari mengemis. 

Pengemis adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak 

mempunyai tempat tinggal, tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara 

ditempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang 

layak dalam masyarakat serta mendapat penghasilan dengan meminta minta 

ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas 

kasihan dari orang lain.
6
 

Padahal dapat kita lihat lagi sesuai dengan Pancasila yaitu sila kelima 

yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia” sila ke-5 

disimbolkan dengan padi dan kapas. Maknanya adalah kemakmuran dan 

kesejahteraan, yang mana pada sila ini kita bisa melihat dan menilai 

                                                             
 
5
Ibid. hal 3 

 
6
Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2009) h. 29 



4 

 
 

 

bahwasanya masyarakat patut mendapatkan keadilan baik dari segi ekonomi 

atas maupun segi ekonomi rendah.
7
 

Didalam Islam meminta-minta atau mengemis tidaklah boleh, seperti 

yang dijelaskan dalam Hadist yaitu “Tangan yang di atas lebih baik dari pada 

tangan yang dibawah” atau dapat dikatakan bahwa memberi itu lebih baik dari 

pada meminta-minta. Karena jika saat kita memberi, kita akan diberikan 

kehormatan akan kebesaran hati untuk menolong dan memberi, sebaliknya 

jika kita meminta kita tidak akan mendapatkan kehormatan kebesaran hati 

tersebut.
8
 

Dari Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu „anhu: bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم 

bersabda:
9
  

ب حَدَّثَُبَ أثَىُ  ًَ ُْهُ ُ عَ رَ رَضِيَ اللََّّ ًَ ٍِ عُ ٍْ اثْ ٍْ َبَفعٍِ عَ ٍْ أيَُّىةَ عَ ٍُ زَيْدٍ عَ بدُ ثْ ًَّ ٌِ قبَلَ حَدَّثَُبَ حَ ب ًَ انُُّعْ

 ََ ٍْ ٍْ يَبنِكٍ عَ خَ عَ ًَ ٍُ يَسْهَ ِ ثْ ُ عَهيَْهِ وَسَهَّىَ ح و حَدَّثَُبَ عَجْدُ اللََّّ عْتُ انَُّجِيَّ صَهًَّ اللََّّ ًِ ٍْ قبَلَ سَ عَجْدِ  بفعٍِ عَ

 ًِ ُ عَهيَْهِ وَسَهَّىَ قبَلَ وَهىَُ عَهًَ انْ ِ صَهًَّ اللََّّ ٌَّ رَسُىلَ اللََّّ ب أَ ًَ ُْهُ ُ عَ رَ رَضِيَ اللََّّ ًَ ٍِ عُ ِ ثْ جَرِ وَذَكَرَ اللََّّ ُْ

فْهًَ فبَنْيَدُ انْ  ٍْ انْيَدِ انسُّ سْأنََخَ انْيَدُ انْعهُْيبَ خَيْرٌ يِ ًَ دَقَخَ وَانتَّعَفُّفَ وَانْ فْهًَ هِيَ انصَّ ُْفِقَخُ وَانسُّ ًُ عهُْيبَ هِيَ انْ

بئهَِخُ   انسَّ

                                                             
 
7
BPIP, “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila” artikel dari 

https://bpip.go.id/berita/990/835/hai-sobat-pancasila-gotong-royong-termasuk-sila-ke-berapa-ya-

berikuturaiannya.html#:~:text=Sila%20kelima%20berbunyi%20Keadilan%20Sosial,Maknanya%

20adalah%20kemakmuran%20dan%20kesejahteraan. Diakses pada tanggal 13 Juni 2022, pukul 

22.00 WIB.  

 
8
Raditya Mahendra Yasa, “Hukum Mengemis dalam Islam”, artikel dari 

https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0910264/Di.Bulan.Ramadhan.Banyak.Pengemis.Ap

a.Hukumnya.dalam.Islam.?page=all#:~:text=anhu%2C%20ia%20berkata%3A,Rasulullah%20sh

allallahu%20'alaihi%20wa%20sallam%20bersabda%3A,sampai%20ia%20melunasinya%2C%20

kemudian%20berhenti. Diakses pada tanggal 22 November 2022, Pukul 18. 30 WIB. 

 
9
Muttafaq „alaih. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhâri (no. 1427) dan Muslim no.1053 

(124) 

https://bpip.go.id/berita/990/835/hai-sobat-pancasila-gotong-royong-termasuk-sila-ke-berapa-ya-berikuturaiannya.html#:~:text=Sila%20kelima%20berbunyi%20Keadilan%20Sosial,Maknanya%20adalah%20kemakmuran%20dan%20kesejahteraan
https://bpip.go.id/berita/990/835/hai-sobat-pancasila-gotong-royong-termasuk-sila-ke-berapa-ya-berikuturaiannya.html#:~:text=Sila%20kelima%20berbunyi%20Keadilan%20Sosial,Maknanya%20adalah%20kemakmuran%20dan%20kesejahteraan
https://bpip.go.id/berita/990/835/hai-sobat-pancasila-gotong-royong-termasuk-sila-ke-berapa-ya-berikuturaiannya.html#:~:text=Sila%20kelima%20berbunyi%20Keadilan%20Sosial,Maknanya%20adalah%20kemakmuran%20dan%20kesejahteraan
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0910264/Di.Bulan.Ramadhan.Banyak.Pengemis.Apa.Hukumnya.dalam.Islam.?page=all#:~:text=anhu%2C%20ia%20berkata%3A,Rasulullah%20shallallahu%20'alaihi%20wa%20sallam%20bersabda%3A,sampai%20ia%20melunasinya%2C%20kemudian%20berhenti
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0910264/Di.Bulan.Ramadhan.Banyak.Pengemis.Apa.Hukumnya.dalam.Islam.?page=all#:~:text=anhu%2C%20ia%20berkata%3A,Rasulullah%20shallallahu%20'alaihi%20wa%20sallam%20bersabda%3A,sampai%20ia%20melunasinya%2C%20kemudian%20berhenti
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0910264/Di.Bulan.Ramadhan.Banyak.Pengemis.Apa.Hukumnya.dalam.Islam.?page=all#:~:text=anhu%2C%20ia%20berkata%3A,Rasulullah%20shallallahu%20'alaihi%20wa%20sallam%20bersabda%3A,sampai%20ia%20melunasinya%2C%20kemudian%20berhenti
https://nasional.kompas.com/read/2013/07/09/0910264/Di.Bulan.Ramadhan.Banyak.Pengemis.Apa.Hukumnya.dalam.Islam.?page=all#:~:text=anhu%2C%20ia%20berkata%3A,Rasulullah%20shallallahu%20'alaihi%20wa%20sallam%20bersabda%3A,sampai%20ia%20melunasinya%2C%20kemudian%20berhenti
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Abu An-Nu'man] berkata, 

telah menceritakan kepada kami [Hammad bin Zaid] dari [Ayyub] dari 

[Nafi'] dari [Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma] berkata; Aku mendengar 

Nabi Shallallahu'alaihiwasallam. Dan telah menceritakan kepada kami 

['Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Nafi'] dari ['Abdullah bin 

'Umar radliallahu 'anhua] bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam 

bersabda ketika berada di atas mimbar, diantaranya Beliau menyebut 

tentang shadaqah dan masalah tangan yang diatas lebih baik dari pada 

tangan yang di bawah. Tangan yang diatas adalah yang memberi 

(mengeluarkan infaq) sedangkan tangan yang di bawah adalah yang 

meminta". (HR. Bukhari Nomor 1339) 

 

 Makna yang terdapat dalam hadis ini adalah anjuran untuk memberi 

dan tidak meminta-minta, serta memotivasi agar kita bekerja dan berusaha 

mencari nafkah, agar bisa menjadi tangan yang diatas dan memberi orang lain 

yang membutuhkan. 

Allah SWT telah menganjurkan kita untuk selalu berusaha dan 

diajarkan untuk senantiasa bekerja keras dengan jalan yang halal serta baik 

untuk mewujudkan apa keinginan kita. Allah juga sudah menganjurkan untuk 

terus berusaha dan berikhtiar semaksimal mungkin. Seperti halnya didalam 

Q.S At-Thaubah (9): 105, yaitu:  

هِىِ انْغَيْتِ وَانشَّ  ً عه ٌَ انِه وْ ٌََۗ وَسَترَُدُّ ؤْيُِىُْ ًُ هَكُىْ وَرَسُىْنهُٗ وَانْ ًَ ُ عَ
هىُْا فَسَيَرَي اّللَّه ًَ هَبدَحِ وَقمُِ اعْ

  ٌَ هىُْ ًَ ُْتىُْ تَعْ ب كُ ًَ  فيَُُجَِّئكُُىْ ثِ

Artinya : Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib 

dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” 

 

Masalah pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa 

dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada 

didaerah perkotaan. Kemudian mendorong Pemerintah Kota Pekanbaru untuk 
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mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi Pengemis. Kalau kita telaah 

lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV 

menjelaskan antara lain adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan 

seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

serta melaksanakan perdamaian dunia”. Ketentuan tersebut menunjukkan 

keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai 

dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan 

kesejahteraan sosialnya.
10

 

Pada hakikatnya erat terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan 

di daerah Kota Pekanbaru terutama di Kecamatan Binawidya. Dengan 

berkembangnya pengemis maka akan memberi peluang munculnya gangguan 

keamanan dan ketertiban dikecamatan binawidya Kota Pekanbaru, walaupun 

telah diusahakan penanggulangannya secara terpadu di berbagai wilayah. 

Setiap saat pasti ada sejumlah pengemis yang kena razia dan dikembalikan ke 

daerah asal setelah melalui pembinaan. 

Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengurangi dan membersihkan kota 

dari para pengemis, serta berupaya untuk memberikan penyadaran kepada 

                                                             
 

10
Nur Hidayat, UUD 1945 Dan Perubahannya, (Yogyakarta: Indonesiatera 2009), Cet. 

Ke-6, h. 4. 
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mereka salah satunya memberikan pembinaan dan pelatihan bagi setiap 

pengemis yang direhabilitasi.
11

 

Untuk mengantisipasi menjamurnya pengemis dikecamatan binawidya 

Kota Pekanbaru maka Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Padahal 

dalam Perda tersebut dijelaskan ada denda sebesar Rp 50 juta dan ancaman 

tiga bulan penjara. bagi warga yang memberi uang kepada pengemis maka ada 

sanksi dalam Perda tersebut. Namun sanksi tersebut diabaikan warga bahwa 

ada kemungkinan mereka tidak mengetahui dengan jelas isi dari Perda itu. 

Dinas Sosial mengharapkan agar kembali disosialisasikan secara matang, 

padahal masa berlaku peraturan itu sudah lebih dari sepuluh tahun. 

Sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 

Tentang Ketertiban Sosial BAB III Pasal 3 menjelaskan bahwa: Dilarang 

melakukan pengemisan di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, 

jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebrangan. Dilarang 

bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang 

kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan 

lampu merah dan jembatan penyebrangan atau di tempat-tempat umum. 

Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian di tempat umum dijalan raya, 

jalur hijau, persimpangam lampu merah dan jembatan penyebrangan.
12

 

                                                             
11

Andre Pane Sixwanda, “Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten 

Sidoarga (Studi Kasus di UPTD Liponsos Sidokare)”. (Skripsi: Universitas Pembangunan 

Nasional, 2013). hal. 6  

12
Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Bab III 

tentang Ketertiban Sosial, Pasal 3. 
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Dan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 telah jelas 

dikatakan dalam BAB V tentang Penertiban dan Pembinaan Pasal 8 yaitu: 

Penertiban Gelandangan dan Pengemis dilaksanakan razia oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan 

pihak kepolisian. Razia gelandangan dan pengemis dilakukan secara kontinyu 

antar lintas instansi dengan melakukan razia ditempat-tempat umum dimana 

biasanya mereka melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis sehingga 

diperolehnya data yang valid terhadap gelandangan dan pengemis secara 

periodik. Setiap orang yang terjaring dalam razia akan ditangkap dan diproses 

secara hukum yang berlaku.
13

  

Tindak lanjut razia pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan dengan 

Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru untuk melakukan pembinaan 

dan pelatihan bagi gelandangan dan pengemis baik non panti maupun panti 

sosial milik pemerintah Daerah dan/atau panti swasta dan/atau pengembalian 

bagi mereka yang berasal dari luar kota Pekanbaru. Walikota atau Pejabat 

yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut 

keyakinannya merupakan tempat untuk menampung gelandangan dan 

pengemis.
14

 

Dan juga disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

pada BAB VI Pasal 9 Ayat (1) tentang Pelayanan Sosial bagi gelandang dan 

pengemis memalui program Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah 

                                                             
13

Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Bab V 

tentang Penertiban Dan Pembinaan, Pasal 8.  

 
14

Ibid.  
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wajib menyediakan Panti Sosial yang mempunyai Program dalam bidang 

Pelayanan Rehabilitasi dan pemberian bimbingan keterampilan (Workshop) 

bagi gelandangan dan Pengemis sehingga mereka dapat mandiri dan tidak 

kembali menggelandang dan mengemis.
15

 

Oleh sebab itu, Dinas Sosial harus mengadakan rehabilitasi sosial bagi 

para pengemis guna untuk mempersiapkan mereka seiring dengan langkah 

memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan 

kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang 

berkelanjutan. Serta meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki 

masyarakat khususnya para pengemis agar dapat mewujudkan jati diri harkat 

dan martabat secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara 

mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. 

Rehabilitasi tersebut dilakukan di Panti Sosial (rumah singgah) yang 

telah disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru, Adapun tahapan 

rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial yaitu : 1). Pendekatan awal, 2). 

Penerimaan, 3). Pengungkapan dan penelahaan masalah, 4). Pelaksanaan 

pelayanan dan rehabilitasi sosial, 5). Resosialisasi, 6). Penyaluran. 7). 

Bimbingan lanjut, 8). Bantuan pengembangan usaha atau bimbingan 

peningkatan keterampilan, 9). Evaluasi, 10). Terminasi atau pengakhiran 

pelayanan. 

                                                             
 

15
Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Bab VI 

Pasal 9 Ayat (1) tentang Pelayanan Sosial.  
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Selama melakukan rehabilitasi mereka dilatih dan dibina serta 

menjalankan masa percobaan selama 5-7 (tujuh) hari dengan kapasitas yang 

tidak dibatasi, kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan di Panti 

Sosial tersebut seperti bimbingan agama, kegiatan keterampilan, pemeriksaan 

kesehatan, bimbingan psikolog, kegiatan senam, dan kegiatan rekreasi.
16

  

Adapun anggaran untuk pembinaan dan pelatihan pengemis didapat 

dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru mempunyai 3 Program yaitu Preventif, Refresif, dan 

Rehabilitatif dengan kegiatan-kegiatannya. 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 ini belum sepenuhnya 

berjalan dengan baik, karena kurangnya pengawasan dari Dinas Sosial 

sehingga mengakibatkan para pengemis kembali melakukan aksinya dan 

membuat jumlah pengemis di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru semakin 

bertambah. 

Oleh sebab itulah, apabila masalah ini tidak segera mendapat 

penanganan oleh Pihak Pemerintah melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru 

maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta 

lingkungan. 

Melihat banyaknya pengemis yang berkeliaran dikecamatan binawidya 

Kota Pekanbaru maka Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Ketertiban Sosial dan Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai 

                                                             
 
16

Dinsos Riau, “UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha”, artikel dari 
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=138

. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2022, pukul 13.35 WIB. 

https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=138
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=138
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perangkat Pemerintah Daerah sangatlah penting , dan penulis tertarik untuk 

meneliti lebih dalam mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Oleh Dinas Sosial Di Kecamatan 

Binawidya Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Fiqh Siyasah. 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis memberikan 

batasan masalah agar pembahasan dalam skripsi ini bisa menjadi lebih fokus 

dan terarah serta menghindari kerancuan pada pembahasan. Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial ini masih 

belum optimal, dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus lebih efisien lagi 

dalam menerapkan Rehabilitasi Sosial dikarenakan masih banyaknya 

pengemis yang berkeliaran dijalanan untuk meminta-minta demi memenuhi 

kebutuhannya, salah satunya dikecamatan binawidya Kota Pekanbaru. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Ketertiban Sosial oleh Dinas Sosial di Kecamatan Binawidya Kota 

Pekanbaru ? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan Penelitian Ini adalah: 
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a. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial oleh 

Dinas Sosial di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mendapatkan pengetahuan mengenai Tinjauan Fiqh Siyasah 

terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Ketertiban Sosial oleh Dinas Sosial di Kecamatan 

Binawidya Kota Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk keperluan akademis, penulis mengharapkan hasil penelitian 

ini bisa menjadi suatu yang bermanfaat bagi khaznah keilmuan dan 

cakrawala pengetahuan Fakultas Syari‟ah dan Hukum terkhusus 

Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah dan mahasiswa serta 

masyarakat pada umumnya terkait tentang hukum dan 

ketatanegaraan islam. 

b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bisa menyelesaikan 

perkuliahan program S1 Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Jurusan 

Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kamis Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teoritis 

1. Rehabilitasi Sosial 

 Rehabilitasi dilihat dari maknanya berasal dari bahasa inggris yaitu 

Rehabilitation, artinya mengembalikan seperti semula, maksudnya adalah 

mengembalikan kemampuan yang pernah dimiliki karena suatu musibah ia 

harus kehilangan kemampuannya, kemampuan yang hilang inilah yang 

dikembalikan seperti semula yaitu kondisi sebelum terjadi musibah yang 

dialami. Jadi rehabilitasi adalah pemulihan, perbaikan, atau pembetulan  

seperti sediakala, pengembalian nama baik secara hukum, dan 

pembaharuan kembali.
17

 

 Sedangkan Sosial berarti segala sesuatu mengenai masyarakat, 

yang peduli terhadap lingkungan umum. Jadi rehabilitasi sosial secara 

umum adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka 

pemulihan kembali orang atau pengemis agar bisa teratasi masalahnya 

yang meliputi pemulihan kembali kepercayaan diri, mandiri serta 

                                                             
 
17

Ari Pamungkas, “Rehabilitasi Sosial”, artikel dari http://fuad.iain-

palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/Materi-Mata-Kuliah-Rehabilitasi-Sosial.pdf. 

Diakses pada tanggal 19 Oktober 2022, pukul 23.00 WIB. 

 

http://fuad.iain-palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MATERI-MATA-KULIAH-REHABILITASI-SOSIAL.pdf
http://fuad.iain-palangkaraya.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/MATERI-MATA-KULIAH-REHABILITASI-SOSIAL.pdf
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tanggung jawab pada diri, keluarga, masyarakat ataupun lingkungan 

sosialnya.
18

  

 Sesuai dengan sifatnya yang Rehabilitatif, maka bentuk 

penanganan masalah sosial ini merupakan usaha kelompok sasaran 

tertentu, dalam hal ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat yang 

menjadi penyandang masalah. 

 Menyangkut dengan Rehabilitasi Sosial di Kota Pekanbaru untuk 

itu Dinas Sosial mempunyai 3 Program yaitu
19

: 

1. Usaha Preventif, bertujuan untuk mencegah timbulnya gelandangan 

dan pengemis di masyarakat, yang ditujukan baik kepada perorangan 

maupun kelompok yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya 

pengemis. Usaha ini dilakukan dengan cara
20

:  

a. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial 

b. Pembinaan Sosial, diantaranya pembinaan mental, pemberian 

pembinaan keterampilan, pelatihan keterampilan, dan spiritual. 

c. Bantuan Sosial 

2. Usaha Refresif, adalah usaha-usaha yang terorganisir, baik melalui 

lembaga maupun bukan lembaga dengan maksud untuk 

                                                             
 
18

Sri Widati, Konsep Dasar Rehabilitasi, (Jakarta: Gramedia, 1984). hal. 5   
 
19

Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Ketertiban Sosial BAB I Ketentuan Umum Pasal 1. 

 
20

Ibid., Pasal 1 Ayat (23)  
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menghilangkan pengemisan serta mencegah meluasnya di 

masyarakat
21

 

3. Usaha Rehabilitatif, meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian 

latihan dan pendidikan. Usaha rehabilitatif ini bertujuan agar fungsi 

mereka dapat berperan kembali sebagai masyarakat, usaha ini 

dilakukan dengan cara usaha-usaha penampungan dan seleksi.
22

 

2. Tahapan Rehabilitasi Sosial 

 Rehabilitasi Sosial dilakukan di Panti Sosial (rumah singgah) yang 

telah disediakan oleh Pemerintah Dearah Kota Pekanbaru, Adapun 

tahapan rehabilitasi yang dilakukan Dinas Sosial yaitu
23

: 

1) Pendekatan Awal, berupa serangkaian kegiatan untuk mendapatkan 

pengakuan, dukungan, ataupun bantuan serta peran dalam pelaksanaan 

program,termasuk upaya memperoleh sumber-sumber pelayanan. 

Pendekatan Awal ini Meliputi: orientasi dan konsultasi, identifikasi, 

motivasi, dan seleksi. 

2) Penerimaan, adalah serangkaian kegiatan administratif/teknis yang 

meliputi registrasi dan penempatan program pelayanan  yang 

                                                             
 

21
Ibid., Pasal 1 Ayat (24) 

  
22

Ibid., Pasal 1 Ayat (25).  
 
23

Doddy Ahmad Kurtubi, “Penanganan dan Pelayanan Rehabilitasi Sosial”, artikel dari 

https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=330:penanganan

-dan-pelayanan-rehabilitasi-sosial-terhadap-penyandang-eks-psikotis-di-provinsi-riau-penulis-

drs-doddy-ahmad-kurtubi-penyuluh-sosial-madya&catid=17&Itemid=117. Diakses pada tanggal 

21 Januari 2023, Pukul 22.22 WIB. 

https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=330:penanganan-dan-pelayanan-rehabilitasi-sosial-terhadap-penyandang-eks-psikotis-di-provinsi-riau-penulis-drs-doddy-ahmad-kurtubi-penyuluh-sosial-madya&catid=17&Itemid=117
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=330:penanganan-dan-pelayanan-rehabilitasi-sosial-terhadap-penyandang-eks-psikotis-di-provinsi-riau-penulis-drs-doddy-ahmad-kurtubi-penyuluh-sosial-madya&catid=17&Itemid=117
https://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=330:penanganan-dan-pelayanan-rehabilitasi-sosial-terhadap-penyandang-eks-psikotis-di-provinsi-riau-penulis-drs-doddy-ahmad-kurtubi-penyuluh-sosial-madya&catid=17&Itemid=117
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dilaksanakan pada saat penerimaa pelayanan hasil seleksi. Tahap ini 

terdiri dari : registrasi, studi kasus, penempatan dalam Program 

Rehabilitasi Sosial. 

3) Pengungkapan dan Penelahaan Masalah, yaitu upaya menelusuri, 

menggali data penerimaan pelayanan, faktor penyebab masalah, 

tanggapan serta kekuatan-kekuatannya dalam upaya membantu dirinya 

sendiri, hal ini dapat dikaji, dianalisa dan diolah untuk membantu 

upaya rehabilitasi sosial dan resosialisasi bagi peserta. Adapun aspek-

aspek dalam assement meliputi: fisik, mental dan social. 

4) Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, merupakan 

pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dadasarkan 

pada assessment yang dilakukan oleh pekerja sosial. Hasil assement 

dilakukan tidak hanya diawali dengan proses pemberian pelayanan 

tetapi juga dilakukan disaat proses sedang berlangsung dan diakhiri 

proses pelayanan. Adapun kegiatan ini meliputi: a) bimbingan fisik. b) 

bimbingan mental c) bimbingan sosial d) bimbingan keterampilan 

kerja.
24

 

5) Resosialisasi, adalah serangkaian kegiatan bimbingan yang bersifat 

dua arah yaitu di satu sisi untuk mempersiapkan klien (gelandangan 

dan pengemis) agar dapat berintegrasi penuh ke dalam kehidupan dan 

penghidupan masyarakat secara normatif dan di satu pihak lagi untuk 

                                                             
24

Hand, T. Hani, Menejemen Personalia Sumberdaya Manusia, (Jakarta: Galia Indonesia, 
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mempersiapkan masyarakat khususnya masyarakat daerah asal atau 

lingkungan masyarakat di lokasi penempatan kerja/usaha klien dalam 

hal ini gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menerima, 

memperlakukan dan mengajak serta untuk berintegrasi dengan 

kegiatan kemasyarakatan. 

6) Penyaluran, merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk 

mengembalikan penerima pelayanan ke dalam kehidupan dan 

penghidupan di masyarakat secara normatif baik di lingkungan 

keluarga, masyarakat daerah awal maupun ke jalur lapangan 

kerja/usaha mandiri (wirausaha).
25

 

7) Bimbingan lanjut,  merupakan serangkaian kegiatan bimbingan yang 

diarahkan kepada klien dan masyarakat guna lebih dapat 

memantapkan, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian klien 

dalam kehidupan dan penghidupan yang layak. Tahap bimbingan 

lanjut secara operasional dilaksanakan melalui tiga tahap, yakni: a) 

bimbingan peningkatan kehidupan bermasyarakat dan peran serta 

dalam pembangunan. b) bantuan pengembangan usaha / bimbingan 

peningkatan keterampilan c) bimbingan pemantapan / kemandirian / 

peningkatan usaha. 

8) Bantuan pengembangan usaha/bimbingan peningkatan keterampilan, 

adalah serangkaian kegiatan yang diarahkan kepada penerima 

pelayanan dalam bentuk penerimaan bantuan ulang baik berupa 
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peralatan maupun bahan bantuan permodalan maupun pemantapan 

keterampilan sehingga jenis usaha/kerjanya lebih berkembang.
26

 

9) Evaluasi, adalah kegiatan untuk memastikan apakah proses dan 

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis berlangsung sesuai 

rencana yang telah ditetapkan, pekerja sosial wajib melakukan evaluasi 

terhadap setiap proses dan hasil pertolongan yang dilalui dan 

kemudian diambil apakah secara keseluruhan proses telah berjalan 

dengan baik dan dapat dilakukan pengakhiran pelayanan.  

10) Terminasi atau pengakhiran pelayanan, pengakhiran dilaksanakan 

untuk memastikan hasil umum evaluasi terhadap klien telah dapat 

menjalankan fungsi sosialnya secawa wajar dan mampu menjadi warga 

negara masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam hal ini proses 

berjalan dengan sesuai, dimana pemutusan pelayanan tidak 

menimbulkan konfik psikologis yang dapat mengganggu klien.27 

  Selama melakukan rehabilitasi mereka dilatih dan dibina serta 

menjalankan masa percobaan selama 5-7 (tujuh) hari dengan kapasitas 

yang tidak dibatasi, kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilakukan di 

Panti Sosial atau disebut dengan Shelter (rumah singgah) tersebut seperti 

bimbingan agama, kegiatan keterampilan, pemeriksaan kesehatan, 

bimbingan psikolog, kegiatan senam, dan kegiatan rekreasi. 

                                                             
26

Ibid., hal. 12 
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Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI. 2010. 
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Rehabilitasi Sosial. 



19 

 
 

 

3. Prinsip-Prinsip Penanganan Pengemis  

 Membahas masalah sosial ini terutama menyangkut para pengemis 

di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan 

Daerah mengenai Prinsip-Prinsip Penanganan Pengemis di Kota 

Pekanbaru yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 

12 Tahun 2008 dalam BAB VII Pasal 7 yaitu sebagai berikut
28

:  

1) Prinsip penerimaan gelandangan dan pengemis secara apa adanya. 

2) Prinsip tidak menghakimi (Non Judgemental) gelandangan dan 

pengemis. 

3) Prinsip individualisme, dimana setiap gelandangan dan pengemis 

tidak disama ratakan begitu saja, tetapi harus dipahami secara 

khusus sesuai dengan keunikan pribadi dan masalah mereka 

masing-masing. 

4) Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari 

gelandangan dan pengemis dapat dijaga kerahasiaannya sebaik 

mungkin, terkecuali digunakan untuk kepentingan pelayanan dan 

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis itu sendiri.  

5) Prinsip partisipasi, dimana gelandangan dan pengemis beserta 

orang-orang terdekat dengan dirinya diikut sertakan dan dapat 

berperan optimal dalam upaya pelayanan dan rehabilitasinya 

kembali ke masyarakat.  

                                                             
28
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6) Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas komunikasi 

antara gelandangan dan pengemis dengan keluarga dan lingkungan 

sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal mungkin sehingga 

berdampak positif terhadap upaya rehabilitasi gelandangan dan 

pengemis. 

7) Prinsip kesadaran diri, dimana para pelaksana pelayanan dan 

rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis secara sadar wajib 

menjaga kualitas hubungan profesionalnya dengan gelandangan 

dan pengemis, sehingga tidak jatuh dalam hubungan emosional 

yang menyulitkan dan menghambat keberhasilan pelayanan.
29

 

  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial 

yang memuat ketujuh prinsip-prinsip penanganan pengemis harus 

menjadi pedoman yang kuat bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru ingin 

menyelesaikan permasalahan pengemis yang ada di Kota Pekanbaru. 

 Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip penanganan pengemis Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru dalam hal ini belum cukup efektif karena 

pengemis yang dirazia hanya didata saja tidak cukup untuk mengurangi 

jumlah pengemis di Kota Pekanbaru. Malahan  jumlahnya akan 

bertambah jika tidak dilakukan penanganan apa-apa. Untuk itu Dinas 

Sosial Kota Pekanbaru berupaya untuk melaksanakan ketujuh prinsip-
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prinsp penanganan gelandangan dan pengemis pasca penertiban/ razia 

yang dilakukan untuk mengurangi jumlah gepeng di Kota Pekanbaru. 

 Serta penanganan yang lebih baik dilakukan oleh Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru dapat berupa pemberian rehabilitasi, yakni berupa 

pemberian bimbingan mental, bimbingan kesehatan, serta bimbingan 

keagamaan. Setelah bimbingan tersebut dilakukan, baru kemudian kepada 

setiap pengemis dapat diberi pelatihan berupa pemberian keterampilan 

dasar, yang mana keterampilan tersebut akan dapat digunakan ketika 

mereka dilepas kembali ke tengah-tengah masyarakat normal. 

 Adanya Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru ini untuk membiasakan para pengemis agar dapat bekerja 

sendiri tanpa harus mengandalkan hasil mengemis ditengah jalan, hal ini 

terjadi karena kurangnya percaya diri yang ada didalam diri mereka. 

4. Dinas Sosial 

Dinas Sosial merupakan Instansi Pemerintah yang memiliki peran 

dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok 

dan masyarakat. Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas 

pembatuan dibidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Sosial menyelenggarakan fungsi Perumusan kebijakan teknis 

bidang sosial.  

Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi 
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kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

daerah.30 

Untuk itu Dinas Sosial merazia dan mendata para pengemis yang 

berkeliaran dijalanan dan membawa mereka untuk direhabilitasi di Panti 

Sosial Kota Pekanbaru. 

5. Panti Sosial 

Panti Sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang 

memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan memberdayakan penyandang masalah sosial ke arah 

kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.
31

 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 BAB VIII Pasal 

13, terdapat Prinsip-Prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan Panti 

Sosial dan lembaga pelayanan social lain yang sejenis yaitu
32

: 

1) Mengacu kepada rambu-rambu hukum yang berlaku.  

2) Memberikan kesempatan yang sama kepada mereka yang 

membutuhkan untuk mendapatkan pelayanan.  

                                                             
30

Dinas Sosial, “Tugas Pokok dan Fungsi”, artikel dari 

https://dinsos.batangkab.go.id/?p=1&id=2#:~:text=Dinas%20Sosial%20mempunyai%20tugas%2

0membantu,pembantuan%20yang%20diberikan%20kepada%20Daerah. Diakses pada 9 oktober 

2022, pukul 16.00 WIB 
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Lembaran Daerah Kota Pekanbaru, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor12 Tahun 

2008 Bab VIII Pasal 12 tentang Panti Sosial.  
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3) Menghargai dan memberikan perhatian kepada setiap klien dalam 

kapasitas sebagai individu sekaligus juga sebagai anggota 

masyarakat.  

4) Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesejahteraan sosial yang 

bersifat pencegahan, perlindungan, pelayanan dan rehabilitasi serta 

pengembangan. 

5) Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang 

dilaksanakan secara terpadu antara profesi pekerjaan sosial dengan 

profesi lainnya yang berkesinambungan.  

6) Menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan 

kebutuhan klien guna meningkatkan fungsi sosialnya.  

7) Memberikan kesempatan kepada klien untuk berpartisipasi secara 

aktif dalam usaha-usaha pertolongan yang diberikan.  

8) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kesejahteraan sosial 

kepada pemerintah dan atau masyarakat. 

Standar Panti Sosial adalah ketentuan yang memuat kondisi dan 

kinerja tertentu bagi penyelenggaraan sebuah panti sosial dan atau 

lembaga pelayanan sosial lainnya yang sejenis sesuai dengan 

karateristiknya.
33
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Adapun program pelayanan yang dilakukan di Panti Sosial dalam 

menangani masalah pengemis ini adalah dengan Cara
34

: 

a) Usaha Rehabilitasi Sosial 

  Ini merupakan usaha yang terorganisir meliputi usaha-

usaha penampungan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan 

kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah 

pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah 

masyarakat, pengawasan serta pemberdayaan yang berkelanjutan, 

sehingga dengan demikian para gelandangan dan/atau pengemis 

kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai 

dengan martabat manusia sebagai warga Negara Republik 

Indonesia, usaha rehabilitasi ini dilakukan dengan usaha-usaha 

penampungan, seleksi, penyantunan, yang tindak lanjut yang 

kesemuanya itu dilaksanakan melalui panti sosial. 

 

b) Usaha Penyantunan (Daya Modal) 

 Rehabilitasi pengemis di Kota Pekanbaru dilakukan 

pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha. 

Pengentasan kemiskinan itu dilakukan dengan memberikan 

pembinaan. Dari hari hasil wawancara yang dilakukan di kantor 

Dinas Sosial telah memberikan bantuan modal untuk para 

                                                             
34
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pengemis dengan begitu, pengemis diharapkan bisa mencari nafkah 

dengan cara-cara yang tidak melanggar norma norma sosial dan 

hukum.
35

  

 Berkenaan dengan usaha rehabilitasi tersebut Dinas Sosial 

Kota Pekanbaru berdasarkan dengan tugas dan fungsinya berupaya 

dengan sangat keras untuk selalu melaksanakan program kegiatan 

yang berkaitan dengan masalah sosial terutama pengemis 

diantaranya untuk, pemberian pendidikan dan pelatihan, pemulihan 

kemampuan, bantuan modal usaha, pembinaan berkelanjutan, 

pengawasan dan usaha pemulangan dan pengembalian ke daerah 

asal bagi gelandangan dan pengemis yang bukan warga Kota 

Pekanbaru. 

c) Skill (Pemberian latihan dan pendidikan dan pemulihan 

kemampuan) 

 Pemberian latihan dan pendidikan terhadap pengemis 

merupakan tindakan yang paling utama dalam mengatasi masalah 

sosial tersebut, kurangnya pendidikan membuat mereka kurang 

memiliki kesempatan untuk dapat bekerja, bersamaan dengan 

diberikannya pelatihan dan pendidikan mereka juga diberikan 

keterampilan agar nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan 

usaha. Kurangnya keterampilan juga menjadi faktor yang membuat 

mereka malas untuk memulai suatu usaha. Selain itu dengan 
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pemberian bekal pendidikan dan keterampilan dapat meningkatkan 

rasa percaya diri seseorang untuk dapat terjun ketengah-tengah 

masyarakat. Setelah diberikan pendidikan dan pelatihan serta 

kemampuan untuk mandiri, mereka kemudian dipulangkan 

kekampung halamannya dengan tujuan untuk dapat memulai hidup 

dan berusaha di daerah masing-masing dan tidak lagi menjadi 

pengemis. Sedangkan bagi pengemis yang memang berasal dari 

dalam kota, mereka akan dilepaskan dan akan dilatih dan diberikan 

pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan.
36

 

Usaha rehabilitasi yang dilakukan di Kota Pekanbaru ditinjau dari 

pemberian pelatihan dan pendidikan terhadap pengemis yang terjaring 

razia. Pemberian pelatihan dan pendidikan ini adalah usaha untuk 

memperbaiki kemampuan yang dimiliki sehingga mereka memiliki 

kesempatan kerja yang lebih luas dengan kemampuan yang dimilikinya. 

Selain itu mereka juga diberikan pelatihan keterampilan kemudian 

dipulangkan ke daerah masing-masing.
37

 

6. Faktor Penyebab Munculnya Pengemis 

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan 

meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 

mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
38
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Pengemis tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan 

berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, 

pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas 

umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari, hidup 

dibawah garis kemiskinan, penuh dengan ketidakpastian dan memakai 

baju yang tidak layak.
39

 

Keadaan sosial ekonomi yang belum mencapai taraf kesejahteraan 

sosial yang baik, menyeluruh dan merata dapat berakibat meningkatnya 

pengemis terutama dikota-kota besar. Munculnya pengemis dipengaruhi 

oleh dua faktor, yaitu
40

: 

a. Faktor Ekternal: Gagal dalam mendapatkan pekerjaan, terdesak 

oleh keadaan seperti tertimpa bencana alam / perang. 

b. Faktor Internal: Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan, 

rasa rendah diri, kurangnya percaya diri, tidak siap untuk hidup 

dikota besar serta sakit jiwa / cacat tubuh. 

Menurut buku standar pelayanan minimal pelayanan dan 

rehabilitasi sosial pengemis, selain faktor eksternal dan faktor internal, ada 
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Ani Mardatila, “Tunawisma Adalah Orang yang Tidak Punya Tempat Tinggal Tetap, 
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pula beberapa hal yang mempengaruhi seseorang menjadi pengemis, 

yaitu
41

 :  

1. Tingginya tingkat kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan 

seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan 

menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat 

mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak. 

2. Rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah 

dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan 

yang layak.  

3. Kurangnya keterampilan kerja. Kurangnya keterampilan kerja 

menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar 

kerja.  

4. Faktor Sosial Budaya 

Ada beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang 

menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu: a). Rendahnya harga 

diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa 

malu untuk meminta-minta b). Sikap pasrah pada nasib. Mereka 

menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai 

pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk 

melakukan perubahan c). Kebebasan dan kesenangan hidup 

mengemis. Ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar 
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pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak 

terikat oleh aturan atau norma yag kadang-kadang membebani 

mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata 

pencaharian.
42

 

7. Pengertian dan Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata. Fiqh dan siyasah, Fiqh berasal 

dari kosa kata  فقها -يفقه -فقه yang artinya faham yang mendalam. Siyasah 

berasal dari kata ٍساس – سْس – استس  ٌ  berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. 

Pengertian kebahasaan ini mengandung pengertian bahwa tujuan siyasah 

adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang 

bersifat politis untuk menutupi sesuatu.
43

  

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar‟iyah diartikan tata aturan 

hukum kekuasaan yang menyeluruh atau umum. Maka dapat disimpulkan 

bahwa Fiqh Siyasah disebut Siyasah As-Syar‟iyah pengaturan strategi 

pengawasan masalah negara dalam pandangan syariat Islam.
44

  

Fiqh siyasah mengatur tentang ketentuan hukum Islam agar dapat 

berlaku secara efektif dalam hubungan masyarakat. Hukum Islam akan 
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sulit diaktualisasikan tanpa adanya keberadaan negara dan pemerintahan. 

Fiqh Siyasah atau disebut Siyasah Syar‟iyah diartikan dengan ketentuan 

kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. 

Siyasah Syar'iyah merupakan Pengelolaan masalah-masalah umum bagi 

pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan 

terhindarnya kerugian bagi umat Islam, tanpa bertentangan dengan 

ketentuan syariat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun 

tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.
45

  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Fiqh Siyasah 

adalah hukum islam yang memiliki ketentuan yang berlaku dalam 

hubungan masyarakat, yang berdasarkan syariat islam. 

Siyasah Syar‟iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur 

kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan 

jiwa (semangat) Syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi 

terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut 

tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur‟an maupun al-Sunnah.
46

 

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi Ash-

Shiddieqy membagi ruang lingkup Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu
47

 : 
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1. Siyasah Dusturiyyah Syar‟iyyah (Politik Pembuatan Perundang-

undangan). 

2. Siyasah Tasyri‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Hukum). 

3. Siyasah Qadha‟iyyah Syar‟iyyah (Politik Peradilan). 

4. Siyasah Maliyyah Syar‟iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter). 

5. Siyasah Idariyyah Syar‟iyyah (Politik Administrasi Negara). 

6. Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar‟iyyah (Politik 

Hubungan Internasional). 

7. Siyasah Tanfidziyyah Syar‟iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan). 

8. Siyasah Harbiyyah Syar‟iyyah (Politik Peperangan). 

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, 

dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan 

kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah 

adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang 

bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu tujuan kemaslahatan 

masyarakat.
48

 

Penelitian ini termasuk kedalam Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah, 

yang didalamnya membahas tentang Politik Pelaksanaan Perundang-

undangan. Fiqh Siyasah tanfidziyyah syar‟iyyah adalah salah satu bagian 
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terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang 

pelaksanaan peraturan perundang - undangan negara.
49

 

Politik pelaksanaan perundang-undangan adalah arah kebijakan 

pemerintah atau negara mengenai pengaturan hukum yang dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang bertujuan untuk mengatur dan 

menata kehidupan dalam suatu negara supaya masyarakat yang diatur oleh 

hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam 

kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
50

  

Penulis menyimpulkan bahwa, Kajian tentang pelaksanaan di 

dalam Siyasah Tanfidziyah adalah bagian Syar‟iyyah, dimana Syar‟iyyah 

ini kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan politik yang 

mengacu kepada kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan agama. 

Fiqih Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar 

menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-

Undangan dengan penuh keikhlasan.
51
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B. Kajian Terdahulu 

Adapun yang menjadi acuan kajian terdahulu dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2013) “Penanggulangan 

Pengemis dan Gelandangan di Kota Pekanbaru”. Dengan Hasil 

Penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan razia yang di lakukan 

oleh Dinas Sosial dan Satpol PP belum berjalan dengan efektif, Karena 

seharusnya razia yang dilakukan dapat meminalisir gelandangan dan 

pengemis, Namun pada kenyataannya masih banyak terdapat 

gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Choerudin (2018) “Peran Dinas Sosial 

dalam Penanganan Pengemis di Kota Pekanbaru”. Uin Suska Riau. 

Dengan Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab 

munculnya gepeng yaitu terdiri dari dua faktor yaitu Faktor Eksternal 

(Gagal mendapatkan pekerjaan, terdesak karena keadaan dan pengaruh 

orang lain). Dan Faktor Internal (kurangnya pendidikan dan 

keterampilan, adanya rasa rendah diri, kurang percaya diri, tidak siap 

untuk hidup di kota besar, serta memiliki gangguan jiwa atau psikis 

dan cacat fisik). 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Sudiyanti (2015) “Pemberdayaan 

Masyarakat (Gelandangan dan Pengemis) Dalam Bidang 

Keterampilan Pengolahan Kedelai Di Panti Sosial Bina Karya 

Panghudi Luhur Bekasi”. Dengan Hasil Penelitian menyimpulkan 
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bahwa Pemberdayaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh 

Panti Sosial Bina Karya melalui program keterampilan pengelolaan 

kedelai merupakan upaya untuk memberantas kemiskinan dan 

memberdayakan gelandangan dan pengemis, dalam konteks bimbingan 

keterampilan, proses pelaksanaan program pemberdayaan, dan 

pengaruh adanya bimbingan keterampilan terhadap perubahan sikap 

mental maupun kemampuan terhadap gelandangan dan pengemis. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Rezeky (2020) “Peran Dinas 

Sosial Pekanbaru dalam Pembangunan Panti Sosial Bagi Pengemis 

dan Gelandangan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Ketertiban Sosial”. Dengan Hasil Penelitian 

menyimpulkan bahwa adanya factor penghambat dalam rangka 

pelaksanaan fungsi rehabilitasi sosial ini yang mana kompetensi 

pegawai bidang rehabilitasi sosial kurang memadai, sarana penujang 

kegiatan hanya satu panti sosial dan minimnya anggaran yang 

diberikan oleh pemerintah untuk membangun panti sosial bagi 

pengemis dan gelandangan. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Rama (2018) “Implementasi 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Ketertiban Sosial (Studi tentang Pengemis dipersimpangan Lampu 

Merah)”. Dengan Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kembalinya 

pengemis yang telah terjaring razia untuk melaksanakan kegiatan 

pengemisannya dipersimpangan lampu merah dan kurangnya 
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keinginan pengemis untuk melaksanakan pelatihan yang diberikan 

oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat lapangan yakni menjadikan bahan lapangan 

sebagai tumpuan utama. Dilihat dari sifatnya penelitian ini merupakan yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
52

 

Jenis penelitian adalah penelitian hokum sosiologis, yaitu dengan cara 

melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan 

disertai dengan data sekunder yang dilakukan langsung kepada responden 

melalui observasi, wawancara, dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau 

informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru, lokasi penelitian yang 

terkait adalah : Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Jl. Parit Indah, Jl. Datuk 

Setia Maharaja No. 6, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 

28289. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi 

Rehabilitasi Sosial, Satgas P3KS, Front Office, dan Fasilitator. 

b. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 12 Tahun 2088 tentang Ketertiban Sosial oleh Dinas Sosial di 

Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru ditinjau dari fiqih siyasah. 

D. Informan Penelitian 

Informan Penelitian (narasumber) adalah seseorang yang memiliki 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini 

yaitu berasal dari dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. 

Dalam penelitian ini, penulis lebih berinteraksi langsung dengan 

pengurus lembaga terkait mengenai data yang akan saya teliti. Selanjutnya 

akan dipaparkan serta langsung dijelaskan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Adapun informan pada penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial, Satgas P3KS, 

Front Office, dan Fasilitator. 

E. Sumber Data 

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang 

digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber 

data yaitu lapangan kepustakaan dan dokumentasi. Sedangkan jenis datanya 

yaitu: 
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1. Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber 

pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber. Data primer 

dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Seksi Rehabilitasi 

Sosial, Satgas P3KS, Front Office dan Fasilitator. 

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan 

kepustakaan. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data 

primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data 

praktek yang ada secara langsung dalam praktek lapangan. Untuk 

melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam 

teori yang terkait sehingga perlu adanya data sekunder sebagai 

pemandu. 

3. Data Tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data 

primer dan sekunder. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah internet. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Observasi adalah dasar semua Ilmu Pengetahuan. Teknik pengumpulan 

data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
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terhadap gejala-gejala atau fenomena yang ada pada Objek 

Penelitian.
53

 

2. Wawancara yaitu dengan menggunakan jenis wawancara semi 

terstruktur, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik ini mendasarkan 

diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau pada 

pengetahuan dan keyakinan pribadi.
54

 

3. Studi kepustakaan adalah Peneliti mengambil data-data yang 

bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti.
55

 

4. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang 

tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, 

peraturan, dan lainnya.
56

 

G. Analisis Data 

Teknik Analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Analisis 

Deskriptif Kualitatif, dimana Analisi ini menggunakan objek penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. 
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Proses Analisi data dalam penelitian ini adalah dimulai dari menelaah 

kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Kemudian mengadakan redeksi data yaitu data-data yang benar-

benar terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

H. Teknis Penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan 

menggunakan metode sebagai berikut:  

1. Metode Deduktif, yaitu  menggambarkan dan menguraikan data-data 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan 

kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat 

khusus. 

2. Metode Induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat 

khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga 

memperoleh kesimpulan secara umum.  

3. Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan benar 

masalah yang dibahas sesuai dengan data yang diperoleh kemudian 

dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang penulis lakukan 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Ketertiban Sosial yang meliputi tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial 

yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mencapai 

hasil yang diharapkan walaupun secara pelaksanaan telah dilakukan 

dengan sebagaimana mestinya dalam peraturan dan ketentuan tetapi 

hasil dari edukasi dan pembinaan belum mencapai sebagaimana 

mestinya. hal ini diketahui dan dapat dilihat bahwa masih banyaknya 

pengemis yang memiliki keinginan untuk kembali kepada kehidupan 

dijalanan yang bagi mereka dapat menjanjikan dibanding dengan 

penyaluran edukasi dan pembinaan. Jadi juga dibutuhkan peran serta 

dari instansi lainnya dan masyarakat guna untuk bekerja sama dalam 

menangani masalah ini. 

2. Mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial yaitu sesuai 

dengan kaidah fiqhiyah فُ الِْ   صْهَةَخِ تصََرُّ ًَ اعِيَّخِ يَُىُْ ٌ ثبِنْ يَبوِ عَهًَ انرَّ “Tindakan 

pemimpin (imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan 

kemaslahatan.” pada pelaksanaan peraturan daerah tersebut Dinas 
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Sosial menjalankan perannya dengan baik, namun belum optimal 

dikarnakan masih banyaknya pengemis yang berkeliaran dijalanan atau 

ditempat umum lainnya, bahkan setelah dilakukannya rehabilitasi 

pengemis tersebut tidak jera dan masih mengemis dijalanan. Untuk itu 

diharapkan kedepannya masalah pengemis ini akan semakin 

berkurang. 

B.  Saran 

Diakhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran 

kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian dari 

kesimpulan, saran penulis adalah sebagai berikut: 

1. Disarankan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar lebih 

mengoptimalkan tanggung jawab dan tugas -tugasnya agar para 

pengemis yang terjaring dan direhabilitasi benar-benar dapat 

meningkatkan kemampuan, keterampilannya setalah dilakukannya 

edukasi dan pembinaan selama masa rehabilitasi, guna agar dapat lebih 

terasa dampak keberhasilan dalam mengatasi masalah pengemis ini. 

2. Dibutuhkannya kerjasama masyarakat dalam hal ini, untuk lebih peduli 

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Serta kesadaran dari 

pengemis sendiri untuk tidak meminta-minta. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Bagaimana Tanggapan Dinas Sosial melihat masih banyaknya Pengemis 

yang berkeliaran dimana-mana terutama dikecamatan binawidya pak? Dan 

Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam mengatasi para pengemis, agar 

mereka tidak lagi mengemis dijalanan atau ditempat-tempat umum lainnya 

pak? 

2. Mengenai tentang Sejarah, bisakah bapak menceritakan secara Singkat 

Sejarah Mengenai Awal Terbentuknya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Ketertiban Sosial ini pak ? Dan Bagaimana Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Oleh 

Dinas Sosial mengenai Rehabilitasi Sosial pak? 

3. Boleh dijelaskan, Rehabilitasi Sosial yang seperti apa dan Rehabilitasi 

tersebut dilaksanakan dimana ? 

4. Apakah terdapat Kendala dan Hambatan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi 

Sosial ini pak ?  

5. Kalau boleh tau, Anggaran Pembinaan dan Pelatihan pengemis didapat 

dari mana dan berapa anggaran tiap tahunnya ? 

6. Apakah ada batasan kapasitas untuk para pengemis yang akan 

direhabilitasi? 

7. Setelah melalui masa Rehabilitasi apakah mereka akan dipulangkan atau 

kemungkinan mereka akan diberi bantuan untuk melanjutkan 

kehidupannya 



 

 

8. Dari tahun 2020-2023 (Sekarang) ini apakah pengemis yang terjaring 

untuk direhabilitasi mengalami peningkatan atau mengalami penurunan 

pak ?
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Wawancara dengan Bapak Riki Fernando, A. Md selaku Front Office dibidang 
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